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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasardcan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 4 Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak vang
menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari
pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Ketentuan Pidana Pasal 113

(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah).

Setiap Orang vang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢, huruf d, hurof £, dan/atan huruf b untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
SO0.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang vang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a, hurut b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yvang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ a tau
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 {empat miliar rupiah).
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Kata Sambutan

Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.
Rektor UNIDA Gontor periode 2014-2020

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami persembahkan
hanya kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmatnya, salah
satu Doktor di Universitas Darusalam Gontor akhimya dapat
menerbitkan buku setelah pendidikan doktoralnya terselesaikan.

Buku yang ditulis oleh saudara Suyoto Arief ini berjudul
“Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa
Timur dalam Perpektif Ekonomi Islam”, ditujukan agar dapat
menambah ragam referensi khususnya dalam bidang ekonomi
[slam. Selain itu, buku ini juga merupakan refleksi kesyukuran
kami sebagai pengelola perguruan tinggi. Dalam hal penerbitan
buku di lingkungan Universitas Darussalam Gontor, kami selalu
mendukung dan mendorongnya, dengan harapan agar para
dosen dapat menjadi semakin produktif dalam menulis dan
membukukan karya-karya ilmiahnya.

Buku ini tidak hanya mengungkap seperti apa model sistem
bagi hasil pada sektor pertanian khususnya di Jawa Timur, namun
lebih dari itu, buku ini juga merupakan bukti bahwa Universitas
Darussalam Gontor memberikan manfaat dan kontribusi bagi
para petani di Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya
tentang model sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Selanjutnya,
metode penelitian yang digunakan dalam buku ini diharapkan




dapat turut memperkaya rujukan model penelitian serupa untuk
civitas akademika di Universitas Darussalam Gontor khususnya
dan Perguruan Tinggi lainnya.

Buku ini, lebih lanjut menunjukkan bagaimana religiositas
memiliki peran dalam proses kegiatan pertanian baik secara
langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut tidak lain
karena di Jawa Timur terdapat banyak pondok pesantren yang
memberdayakan masyarakat melalui pertanian, sehingga kultur
religiositas sangat kental dalam kehidupan sehari-harinya.

Maka, terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan
pencerahan bagi petani dan membuka cakrawala khazanah
akademik bagi para akademisi, baik secara metodologi, sosiologi,
ekonomi, dan filosofis.

Gontor, 21 Oktober 2020
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Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
Pakar Keuangan dan Perbankan Syariah di Yogyakarta
Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris BPR Syariah di
Yogyakarta

Suatu kehormatan bagi saya untuk membuat kata pengantar
buku yang berjudul “Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor
Pertanian di Jawa Timur dalam Perpektif Ekonomi Islam” yang
ditulis oleh Dr. Suyoto Arief, MSI dosen Univeritas Darussalam
Gontor. Buku ini memotret bagaimana sistem bagi hasil dalam
bidang pertanian diterapkan dan faktor-faktor apa yang dapat
mempengaruhi implementasi sistem bagi hasil pada sektor
pertanian tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sistem kerja sama lahan
pertanian dalam fikih Islam telah diatur dengan cermat dan
telah dikenal dengan istilah mudarabah, muzara‘ah, musagah, dan
mukhabarah. Hal ini tentu saja didasarkan pada peristiwa, bahwa
Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat beliau pernah
mengabulkan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan
sistembagihasil dalam pengurusan kurma, dimana sebagiankaum
bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurusi hingga
membuahkan hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal
ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik
daripada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa
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tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau
produksi tanah sewaan belum secara pasti diketahui kualitasnya,
sementara pembayaranfsewa harus dilunasi terlebih dahulu.

Tentunya, semua itu tidak terlepas dari ajaran umum di
dalam Islam yang menyeru kepada seluruh kaum Muslimin untuk
membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang
membutuhkan, dilarang menindas orang lain, karena menindas
orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan
pertolongan adalah perbuatan- perbuatan yang tidak terpuji, tidak
religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.
Islam datang untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan
bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Demikian pula, ajaran Isl

mengajarkan bagi seorang
hamba Muslim, hendaknya ﬁdakh di antara

. Tidak

terkecuali bagi masyarakat petani,

Sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi

hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nengl moyang
terdahulu, dengan nama dan istilah yang berbeda,

Maro I | Timur, I atau Jejuron

di Jawa Barat, Memperduai di Sumatera Barat, Toyo di Minahasa

dan Teseng di Sulawesi Selatan. Di daerah Gorontalo dikenal
dengan istilah mogarapu pangimba lo tau (menggarap sawah orang
lain) atau mo balandangia (bisnis modal bersama).

Hadirnya petani penggarap dalam komunitas petani
khususnya di Jawa Timur atau ditempat lain, memberi arti
penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi
pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas
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lahan tidurnya. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian
hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan
ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan
pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas
lahan tidur (tidak tergarap), serta dampak ekonomis dari
pembagian hasil garapan.

Terkait dcngan

perspektif Ekonomi

B - 52y vid Sabig mengungkapkan, bahwa
I dolam

memproduktifkannya,

memprodutifkannya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya
kehadiran petani penggarap, antara lain: (a) petani tidak
memiliki lahan; (b) bila saja memiliki lahan tetapi tidak
mencukupi kebutuhan; (c) pemilik lahan tidak berkemampuan
memproduktifkan (mengolah) sendiri; dan (d) pemilik lahan
bertempat tinggal jauh darilahan garapan.

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan
kerajinan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah saw. Hal itu
bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengajarkan
kepada umat manusia tentang cara-cara berbisnis dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis




yang dibolehkan oleh Rasulullah saw. adalah membolehkannya
seseorang memproduktifkan tanah bagi pemilik tanah yang tidak
mampu memproduktitkan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil.
Sistem pembagian hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah saw. dalam
rangka menyejahterahkan umat manusia.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw. pemnah ikut serta
dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Makkah. Kala
itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut
dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah
saw. Dalam mendukung syirkah dan mudarabah ini, diperlukan
adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah mensejahterahkan
umat manusia. Ini dikarenakan sering terjadi seseorang memiliki
modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau
sebaliknya memiliki kemampuan untuk beruhasa (tenaga), tetapi
tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerja
sama (mudarabah) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk
mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerja sama antara
pemiliki modal dan pengelola modal.

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan kaitannya dengan
bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam, seperti: al-Mudarabah,
al-Musagah, al-Muzara’ah dan al-Mukhabarah. Di dalam buku ini
telah diuraikan oleh penulis secara rinci baik secara teoritik
maupun praktiknya. Uraian yang rinci memberikan gambaran
utuh terkait dengan mekanisme bagi hasil yang disampaikan oleh
para ulama fikih maupun para ahli.

Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukgan
para ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

B adalah

B :dirabah.




Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau
perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan
adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup
secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai
perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai
dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-
ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan
secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah
peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud
dalam kerja sama dalam kehidupan ekonomi, khususnya kerja
sama bidang pertanian.

Kaitannya dengan kerja sama dalam bidang pertanian (lahan
tanah persawahan). Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan
dua bentuk. Pertama, pemilik tanah bisa mengolahnya sendiri dan
berkuasa atas tanah dan hasilnya. Kedua, bisa dengan menyerahkan
kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani membayar langsung
atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil dengannya.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan
terjadinya kerja sama dan terwujudnya persatuan dan
persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari
kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan
[slam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat
menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau
mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh
[slam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah
saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani
pada masa Rasulullah saw. meriwayatkan bahwa bentuk sistem
bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di
atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap
petani sangat dibenci oleh Rasulullah saw.

Melalui sistem muzara'ah atau sistem bagi hasil kedua
belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping

mewujudkan fa@wwun atau saling tolong menolong vang
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menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari
hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam
hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang
karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan
tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun
tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam, ada tiga istilah
untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang
digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya
merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah tersebut adalah
musagah, muzara'ah dan ketiga adalah mukhabarah. Uraian singkat
ini tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan
kebun adalah musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Adapun
musagah adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan
kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil.
Adapun muzara’ah adalah semacam paruhan mirip musagah tetapi
benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanamkan itu
kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah
(kebun)-nya. Sedangkan mukhabarah adalah semacam muzara'ah
tetapi benih diusahakan oleh si pemilik tanah, sedang penggarap
hanya dalam hal penggarapannya saja.

Jika dianalisa, tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi
hasil pun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut.
Sebagai contoh, bentuk pertama, pengolahan tanah (kebun/
sawah) menerapkan sistem musagah di mana pemilik tanah
(kebun/sawah) bekerja sama segala-galanya dengan penggarap.
Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun/
sawah, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama
antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk
bentuk 50:50 atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik
tanah atau kebun. Bentuk kedua, yakni sistem muzarauh,
di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa
pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik
kebun/sawah hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil
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produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) 'f3 untuk
pemilik kebun dan (duapertiga) 2,"3 untuk penggarap kebun.
Bentuk ketiga adalah mukhabarah, yakni kebalikan dengan sistem
muzaraah. Bentuk mukhabarah ini segala yang berkenan dengan
kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah
dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan
bentuk bagi hasilnyapun hendaknya berbalik, yakni penggarap
dapat sepertiga ('13) dan pemilik kebun mendapat bagian dua

rtiga (2/3), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itupun harus
e—— - penzgorap
—

Dalam situasi umat Islam di sepanjang masa, dapat meniru

kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik
lahan/kebun/sawah yang tidak punya waktu untuk menggarap
kebun/ladang/sawahnya, sebaliknya di pihak lain ada orang yang
punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan/
ladang/sawah, tetapi tidak memiliki ladang lahan/kebun/sawah
untuk digarapnya. Inti yang terpenting bagi keduanya adalah
adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya, agar kedua belah
pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba
masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariatif, yakni
sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah
masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari
itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan
jenis pengolahan kebun/ladang/sawah tersebut adalah terjalinnya
kesepahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan
pemilik lahan/kebun/sawah. Dalam ajaran Islam menganjurkan
agar hasil kesepahaman atau kesepakatan yang telah menjadi
perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah
dilupakan atau dikhianati. Hal ini diterangkan dalam QS.
al-Bagarah/2: 282.
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Secara tekstual ayat tersebut menyebutkan hutang-piutang,
namun dalam hal hubungan interaksi manusia dengan manusia
yang mengandung adanya unsur hak dan kewajiban maka
menjadi keharusan untuk ditulis dan disaksikan oleh dua orang
laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini
dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak
mudah dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi
lain) masih ingat.

Buku yang ditulis oleh Dr. Suyoto Ariet, MSI ini memberikan
pemahaman kepada kita semua terkait dengan teori dan praktek
bagi hasil dalam bidang pertanian secara lengkap. Jika kita ingin
mengetahui sistem bagi hasil pertanian dijalankan maka membaca
buku ini menjadi penting. Terus berkarya ustadz, semoga
memberikan kemanfaatan bagi umat.

Yogyakarta, 29 September 2020
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Pengantar Penulis
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Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam penulis haturkan
kepada Allah swt., atasrahmat-Nya penulis dapat menyusun buku
ini yang berjudul “Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian
di Jawa Timur dalam Perpektif Ekonomi Islam”. Salawat serta
salam kepada Nabi Muhammad saw. dan kesejahteraan kepada
keluarga beliau dan segenap sahabat-sahabatnya.

Buku ini merupakan buku yang penulis susun berdasarkan
disertasi yang berjudul Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi,
dan Transparansi yang Dimoderasi Religiositas terhadap Sistem Bagi
Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam).
Buku ini merupakan salah satu bentuk concern penulis tentang
praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Praktik
bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur masih
berlandaskan adat yang turun-temurun. Di antara penyebabnya
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adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang model bagi
hasil sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Karya ilmiah yang kemudian dibukukan ini dapat
terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak yang tidak
mungkin disebutkan satu-persatu. Semoga Allah swt. selalu
memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Kendati demikian,
ada pribadi-pribadi yang tidak terkira kesabaran dan terukur jasa
mereka bagi penulis, dari awal hingga akhir penyusunan disertasi,
diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor
Universitas Islam Indonesia dan Bapak Prof. Jaka Sriyana,
S.E., M.5i., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, terima kasih penulis haturkan
dengan tulus.

2. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, M.Ec., Ph.D. Ketua Program
Studi IImu Ekonomi Program Doktor, Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terima kasih penulis
haturkan dengan tulus.

3. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., sebagai promotor,
Drs. Achmad Tohirin, M.A, Ph.D, dan Prof. Jaka Sriyana,
SE., M.Si, Ph.D., sebagai ko-promotor, terima kasih yang
mendalam atas kesediaan waktu dan kesabaran beliau dalam
membimbing dan memberikan masukan ide-ide untuk
penulisan karya ilmiah ini.

4. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor K.H. Dr. H.C.

Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A., K.H. Hasan Abdullah Sahal,

dan K.H. Syamsul Hadi Abdan, atas dukungan dan support

yang tidak ada henti.

Bapak Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. Rektor

Universitas Darussalam Gontor atas segala motivasi, nasihat,

EJT

dan dukungan dalam menyelesaikan disertasi ini. Begitu pula
rekan-rekan sejawat yang selama ini membantu berjuang
dalam kajian ini.

XVi




Akhirnya, siapa pun, tanpa terkecuali, yang telah ikut
serta dalam penyelesaian karya ilmiah ini, penulis hanya bisa
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah
swt. memberi berkah dalam setiap langkah kita semua. Amin.

Yogyakarta, Juli 2020
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Indonesia dikenal [l negara agraris karena 38,7 juta
penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau
bercocok tanam.! Di sisi lain, mayoritas penduduk di Indonesia
adalah beragama Islam. Sehubungan dengan hal ini, implementasi
nilai-nilai ajaran Islam dalam bidang pertanian merupakan suatu
keniscayaan. Dalam ajaran Islam, aktivitas pertanian adalah
aktivitas muamalah. Terkait dengan hal ini, Basyir mengatakan,
“Aktivitas mu'amalah dalam Islam dapat berbentuk tukar-menukar
barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan jual beli, sewa-
menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam,
berserikat, dan usaha-usaha lainnya”.* Hal ini dikuatkan oleh
Yudono yang mengatakan, “Salah satu kegiatan mu amalah yang
dapat dilakukan untuk saling tolong-menolong adalah bagi hasil
dalam sektor pertanian”.’ Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan

e—

I 2018)
* Ahmad Azhar Basyir, dsas-Asas Fukum Muamalah (Hulum Perdata Islam), (Yogyakarta, UIL
2000)
Prapto Yudono, dkk, Penganiar Hmu Pertanian, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
2014)




sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan
bahan pangan, bahan industri, atau sumber energi, serta untuk
m{:ng{:lola lingkungan hidupnya.

Dalam Islam, pertanian mendapatkan perhatian yang cukup
besar seperti pada Surat an-Naml ayat 60, yang artinya:

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang
menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air
itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali
tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah
ada Tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang
yang menyimpang (dari kebenaran).

Dalam konteks Indonesia, bidang pertanian menjadi salah
satu faktor penggerak ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada
data Produk Domestik Bruto (PDB) dari hasil pertanian yang
memberikan kontribusi setiap tahunnya. Data PDB Indonesia
dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Konstan
Tabel 1.1
2014-2018

PDB (dalam Triliun Rupiah) /

Sektor Usaha Tahun
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1. Industri P{:ngolahan 1.854 | 1.935 | 2.017 | 2.103 | 2.193
P{:rdagangan Besar dan

. 1.177 | 1.207 | 1.256 | 1.312 | 1.377
Retail

3. Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan 1129 | 1.171 | 1.211 | 1.258 | 1.307

Konstruksi 827 | 879 925 988 | 1.048
5. Pertambangan dan

, 794 | 767 | 775 | 780 | 797
Penggalian

6. Informasi dan

384 | 422 | 459 | 503 | 539

Komunikasi




PDB (dalam Triliun Rupiah) /
Sektor Usaha Tahun

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

7. Trans;portas;l dan 397 349 375 107 435

Pergudangan
8. Jasa Keuangan dan

. 320 | 347 | 378 | 399 416
Asuransi

9. Administrasi

296 | 310 | 320 | 327 | 350

Pemerintahan
10. Jasa Pendidikan 264 | 283 | 294 | 305 | 321
11. Jasa Akomodasi dan 258 | 269 | 283 | 208 | 315
Makanan
12. Real Estate 256 | 267 | 280 | 290 | 300
13. Jasa Perusahaan 138 | 148 | 159 | 173 | 188
14. Jasa Lainnya 134 | 145 | 156 | 170 | 186
15. Eungadaan Listrik dan 94 95 100 | 102 | 108
as

16. Jasa Kesehatan dan 91 97 102 | 109 | 117

Kegiatan Sosial

17. Pengadaan Air,
Pengolahan Sampah, 7 7 8 8 8
Limbah, dan Daur Ulang

Jumlah Total 8.350 | 8.698 | 9.098 | 9.532 | 10.005

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, sektor pertanian termasuk
sebagai 3 besar penyumbang PDB terbesar dan merupakan sumber
hidup sebagian dari penduduk di Indonesia yang memegang
peranan penting terhadap kesejahteraan. Hal tersebut dapat
dilihat PDB Indonesia mencapai 1.129 triliun rupiah pada tahun
2014, kemudian meningkat menjadi 1.171, 1.211, 1.258, dan 1.307
triliun rupiah pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Kontribusi

ini merupakan jumlah terbesar ketiga setelah industri pengolahan,




dan sektor perdagangan besar dan retail dalam 5 tahun terakhir.
Data ini memperkuat posisi usaha pertanian sebagai sumber PDB
yang, stratcgis.

Dalam level nasional, Provinsi Jawa Timur merupakan salah
satu wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap
PDB nasional. Kontribusi ini tidak dapat dipisahkan dari sektor
usaha pertanian di wilayah Jawa Timur. Potensi bidang pertanian
ini didukung oleh luas lahan sawah produksi beras yang mencapai
1.133.200 Ha, terdiri dari 862.376 Ha lahan irigasi dan 270.824
Ha lahan nonirigasi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB
di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 1.564 triliun rupiah.*
Hal ini menunjukkan bahwa bidang usaha sektor pertanian di
wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam
perekonomian nasional.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jumlah PDRB (dalam Triliun)
Provinsi
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1. DKI Jakarta 1.373 | 1.455 | 1540 | 1.635 | 1.736
2. Jawa Timur 1.263 | 1.331 | 1.406 | 1.482 | 1.564
3. Jawa Barat 1.149 | 1.207 | 1.276 | 1.344 | 1.420
4. Jawa Tengah 765 807 849 894 941
5.Sumatra Utara | 420 441 464 488 513
6. Riau 448 449 459 471 482
Jumlah Total 5.418 | 5.690 | 5.994 | 6.314 | 6.656

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa provinsi
Jawa Timur memiliki kontribusi PDB yang cukup signifikan bila
dibanding kan dcngan pr(winsi lainnya. Selain memiliki kontribusi

_




yang signifikan terhadap PDB, usaha sektor pertanian menjadi
salah satu usaha dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Hal
ini didasarkan pada laporan survei pertanian antarsensus pada
tahun 2018 yang menunjukkan bahwa usaha pertanian di Jawa
Timur didominasi oleh rumah tangga pertanian yang berjumlah
6.713.893 dan tersebar di 39 kabupaten dan 9 kota.’ Artinya, usaha
pertanian merupakan sumber lapangan pekerjaan dan sumber
penghasilan bagi masyarakat di Jawa Timur. Oleh karena itu,
kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, sangat erat
hubungannya dengan bidang usaha sektor pertanian.

Menurut Badan Pusat Statistik “Sektor pertanian adalah
sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian
dan menjadi tujuan kedua dari program Sustainable Development
Goals (SDGs), yaitu bebas dari kelaparan, pencapaian ketahanan
pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong budi daya pertanian

yang berkelanjutan”.

Kontribusi ekonomi di bidang pertanian di Indonesia pada
umumnya dan wilayah Jawa Timur pada khususnya, sangat
tergantung pada sistem dan pola pengelolaan pertanian. Pada
masyarakat Jawa, dalam mengelola pertanian dilakukan secara
sendiri atau sistem “gaduh” atau bagi hasil. Pengelolaan lahan
pertanian dapat dilakukan dengan beberapa model seperti sewa,
bagi hasil, dan dikelola sendiri oleh pemilik lahan.

Di dalam kajian ilmu fikih, sistem bagi hasil pada bidang
pertanian telah dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana
praktik atau bentuk bagi hasil tersebut. Terdapat beberapa bentuk
kerja sama perjanjian seperti muzaraah, mukhabarah, dan musagah’
yang semuanya telah dipraktikan sejak zaman Rasulullah. Model
penggarapan sawah ini akan berpengaruh pada hasil yang didapat
oleh pemilik lahan maupun penggarap, dan pada akhirnya akan

. 2018)

“ . Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs),
karta, BPS, 2014)
' syafii, [N, 7o I 19 1)




berpengaruh pada kesejahteraan kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Suyanto
dkk, yang menjelaskan bahwa sistem bagi hasil antara penggarap
dan pemilik tanah lebih efisien daripada dikerjakan dengan buruh
tani, danlebih berkeadilan bila dibandingkan dengan sistem sewa.*
Hasil ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Garrett dan
Xu yang mengungkapkan bahwa model bagi hasil adalah model
yang paling efisien dibandingkan model kerja sama lainnya.’
Selain itu, Emigh membuktikan fenomena bahwa pemilik tanah di
wilayah Tuscany pada abad pertengahan dan awal abad modem,
lebih memilih sistem bagi hasil pada usaha pertanian untuk
mendapatkan biaya yang lebih rendah dalam pengolahan tanah.'
Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bagi
hasil merupakan model kerja sama yang menguntungkan bagi
kedua belah pihak, sehingga dapat memberikan kesejahteraan

dan sumber pcnghasilan yang cukup.

Model bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur lebih
dipilih oleh petani penggarap dan pemilik lahan sebagai sarana
pengembangan kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan dengan
sebagian besar petani di Jawa Timur menggunakan model bagi
hasil sebagaimana diungkapkan oleh Prihantin dkk, bahwa 70,5%
petani di Pamekasan terlibat dalam praktik bagi hasil dengan
pola 50:50, pola sepertiga, pola seperempat, dan pola seperlima.'!
Sedangkan yang umum dilakukan adalah pola sepertiga atau
yang biasa disebut petani dengan istilah pertelon. Sementara itu,
di Kabupaten Madiun dan Kediri, rata-rata petani menggunakan
sistem bagi hasil dengan besaran pendapatan sekitar 66% untuk

LY

Suyanto, dkk, Land Tenure and Fanm Management Sciency: The Case of Paddy and Cinnamon
Production in Customary Land Areas of Sumatm, The Ausiralion Journal of Agriculiural and
Resource Economics, Bil. 45, No_ 3, (2001).

Martin A. Garrett Jr dan Zhenhui Xu, The Efficiency of Sharecropping: Evidence from the
Posthellum South. Sowthern Economic Joumal, Vol. 69, No. 3, (2003).

Rebecea Jean Emigh, Economic Interests and Sectoral Ralation: the Undevelopment of Capitalism
in Fifteenth-CenturyTuscany, American Jowmal of Socivlogy, Vol. 108, No.5, (2003).

" Campina Prihanting, dkk, Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten
Pamekasan Jawa Timur, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 7 No.
1, (2017).
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petani. Sistem bagi hasil dengan besaran pendapatan yang sama
yaitu sekitar 66% terjadi pula di Kabupaten Malang dan Jember."

Lebih lanjut, secara keseluruhan di Jawa Timur, petani
khususnya padi, menggunakan sistem bagi hasil antara petani
penggarap dan petani pemilik lahan. Petani penggarap pada
kajian ini adalah petani yang tidak memiliki lahan dan bekerja
pada lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan. Pada data BPS, petani
penggarap adalah petani dengan lahan yang dimiliki kurang dari
0,5 Ha dengan jumlah sebanyak 4.008.755 dari total seluruh petani
di Jawa Timur, yaitu 6.713.893. Artinya, sebanyak 59,71% petani di
Jawa Timur adalah petani penggarap yang melakukan kerja sama
bagi hasil dengan petani pemilik lahan untuk penggarapan lahan
pertanian padi.””

Model bagi hasil pertanian dipengaruhi beberapa faktor
seperti kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan,
pendapatan, dan luas lahan. Kajian yang dilakukan oleh Braverman
dan Srinivasan menyimpulkan bahwa faktor tersebut berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas pertanian, bila dibandingkan

dengan model sewa lahan."

Selain itu, Onoja memperkuat
pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa kontrak sewa
menjadi  sumber kontroversi dan pertikaian utama dalam
perekonomian, baik dari aspek geografis maupun historis.” Oleh
karena itu, keadilan sosial ekonomi dari model bagi hasil sektor

pertanian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani.

Selanjutnya, faktor produksi berpengaruh dalam menentukan
hasil lahan pertanian. Hal ini dibuktikan dari beberapa kajian
yang dilakukan oleh Braverman dan Stiglitz, Kurosaki, Dubois

= Mewa Ariani, dkk, Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur, SOCA: Jurnal
i ol Edeomonii Pertanian, Vol 6 No. 1., (2006).

" Avishay Braverman & Thirukodikaval. N. Srinivasan,
I ol 9., No. 3. (1981).

Anthony Ojonimi Onoja and Anthonia Achike, Comparative Analyses of Farm Resource
Efficiencies in Rice Production under Small Scale Farmer-Managed [migation Schemes and
Rainfed Systems in Kogi State, Nigeria, Research Jowmal of Agriculiure and Biological Sciences,
Vol. 6, No. 6., (2010]).
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dan Jullien, dan Efendi yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja,
kualitas modal berupa lahan, jenis tanaman, dan kemandirian
berpengaruhterhadap tingkatkeuntunganatau pendapatan petani.
Artinya, apabila biaya tenaga kerja sesuai dengan penjualan hasil
pertanian, maka biaya tersebut tidak mengurangi keuntungan.
Kemudian, kualitas lahan berupa tingkat kesuburan, tata letak,
dan sinar matahari merupakan modal utama dalam menentukan
hasil dan kualitas panen. Selain itu, pemilihan teknologi yang tepat
dalam menentukan jenis tanaman dapat memberikan hasil lebih
baik, jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi.
Begitu pula dengan kemandirian para petani dalam permodalan
dan usaha penyediaan bibit, berpengaruh positif terhadap tingkat
pendapatan. Oleh karena itu, faktor produksi harus menjadi
perhatian utama bagi pengelola lahan pertanian, baik pemilik
lahan maupun petani penggarap.'® 7 14 ¥

Model bagi hasil sektor pertanian yang maksimal adalah
berdasarkan pada prinsip kepercayaan. Sehubungan dengan
prinsip kepercayaan, beberapa kajian menyimpulkan bahwa
prinsip kepercayaan adalah modal utama pada bagi hasil pada
sektor pertanian.

Seperti hasil kajian Erviana dan Sadoulet, keduanya
menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan pengelola
lahan harus didasari atas saling percaya dalam melaksanakan
kontrak bagi hasil sektor pertanian untuk mencapai hasil yang
maksimal. Apabila salah satu pihak melakukan penipuan, maka
kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini dapat dibatalkan,
sehingga risiko kerugian bagi kedua belah pihak dapat dihindari.

" Avishay Braverman & Joseph E. Stiglitz, Cost-sharing arrangements under sharecropping: moral
hazard, incentive flexibility, and risk. American Jowrnal of Agriculiural Economics, Vol. 68. No.
3., (1986).

Takashi Kurosaki, Crop Choice, Farm Income, and Political Relations in Mvanmar, (Tokyo,
Institute of Economic Research Hitotsubashi University, 20035).

Pierre Dubois and Bruno Jullien, Risk sharng with formal and informal contracts: theory, semi-
parametre ldentification and estimation, Sowrnal of Econometrica Society, Vol. 76, No. 4, (2008).
Midiansyah Effendi, Peranan Kelompok Tani dalam Mengembangkan Kemandinan Petani di
Kabupaten Tana Tindung, Jurnal Zira 'ah, Vol. 35, No. 3, (Oktober 2012).




Oleh karena itu, transparansi kedua belah pihak merupakan faktor
utama dalam kontrak kerja sama pengelolaan lahan dengan sistem
model bagi hasil sektor pertanian.® *

Pada tataran praktis, bagi hasil sektor pertanian yang
dilandasi kepercayaan ini masih menghadapi tantangan, yaitu
menemukan rekan kerja yang dapat dipercaya atau yang memiliki
potensi untuk saling percaya antara kedua belah pihak. Braverman
dalam kajiannya menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang
tidak lengkap sering terjadi antara pemilik lahan dan penyewa,
khususnya dalam penggunaan teknologi produksi.** Selanjutnya,
Wahyuni dalam kajiannya membuktikan bahwa pencapaian nilai
keadilan dalam kontrak bagi hasil pengelolaan pertanian masih
minim dengan 5 indikator keadilan, yaitu transparansi, nisbah
bagi hasil yang proporsional, konsistensi, bargaining position,
dan adanya ganti rugi jika petani diberhentikan di tengah masa
perjanjian. Transparansi yang merupakan dasar kontrak bagi hasil
masih menjadi tantangan besar dalam penerapan kontrak ini.”

Model bagi hasil sektor pertanian dalam Islam (muzara'ah)
telah dipraktikkan pada zaman sahabat Rasulullah. Nugraha
menjelaskan bahwa Rasulullah permmah melakukan perjanjian
muzaraah dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap sebesar

setengah, sepertiga, atau berdasarkan kesepakatan bersama kedua
belah pihak.*

Model ini dipraktikkan pula oleh masyarakat Jawa, di mana
beberapa istilah yang digunakan yaitu maro (bagi hasil 50%) dan
mertelon (bagi hasil ';’3} atau merampat (bagi hasil ¥4). Di Jawa Timur,

2 En-ia[m.—

Provinsi Sumatrc |
2013)

Elisabeth Sadoulet. The Meaning of Kindship in Sharecropping Contracts, Ovford Jowmal,
Agricultural & Applied Economics Association, Volume 79: 394-406, (August 2017)

= Braverman & Stglitz, Cost-sharing arrangements

2 Andi Sri Wahyuni, Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. Jwmal Akuntansi
Multiparadigma, Vol 4. No. 3, (2013)

Jefri Putri Nugraha, Sistem Muzara ‘ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia,
Igtishodia Jurnal Ekonomi Syari'ah. Vol 1, No. 2, (2016)




model inilah yang umum dipraktikkan dan nisbah yang dijalankan
adalah porsi '/, untuk pemilik lahan dan ?/, untuk penggarap.”

Rafly dkk, mengungkapkan, pola bagi hasil dalam sistem
muzara'ah maupun mukhabarah biasanya menggunakan persentase
50% bagi penggarap dan 50% bagi pemilik lahan pertanian,
dengan istilah yang lazim di kalangan masyarakat, yaitu maro.
Dalam pelaksanaannya, setiap kali panen, hasil panen dibagi
antara petani dan penggarap lahan sesuai kesepakatan di awal
perjanjian, baik itu secara maro, mertelon, maupun merampat.*®
Berdasarkan berbagai penjelasan dari kajian-kajian yang telah
dilakukan tentang bagi hasil tersebut, maka dapat digambarkan
dalam flowchart sebagai berikut:

* Unggul Privadi dan—

|
. 2015

* Muhammad Rafly, dkk, Muzara'ah (Peganjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut
Kajian Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadifan, Vol. 11, No. 2., (2016)

10




Potensi Pertanian di
Jawa Timur

Kontribusi pertanian

Jumlah Pertanian

Kerjasama Pertanian
{BPS Indonesia 201 %; BPS Jawa Timur 201 8; Sutas

Indonesia 201 8; Sutas Jawa Timur 2018)

k'
Model Kerjasama
Pertanian

)

k.

v

Sewa

Upah
(Garret dan Xu, 2003}

Bagi Hasil

{Suvanio dkk, 2001)

(Emigh, 2003)

v

Faktor vang Mempengaruhi:

= Sosial Ekonomi
= Produksi
- Transparansi

(Braverman, 1986; Erviana, 2005,
Effendi, 2012; Wahyumni, 2013;

Implementasi:

s Kesejahteraan

:- Produktifitas
{Braverman, 1981; Fierre, 2008;
Kurosaki, 2008; Onoja, 2010)

Sadoulet, 20171

Gambar 1.1 Flowchart Kajian Terdahulu

h
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= Muasagah

(Privadi dan Shidigie, 2015; Rafly
dkk, 2016; Nugraha, 2016))

Sesual

Bagi Hasil Pertanian
Perspektif Islam

(Tidak)




Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, dapat dipetakan bahwa
kajian terkait pengaruh faktor religiositas terhadap bagi hasil pada
sektor pertanian masih sangat sulit ditemukan. Kajian tentang
pola bagi hasil lebih sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan
atau tingkat produktivitas. Lain daripada itu, sosial ekonomi
petani serta faktor produksi sering diuji untuk melihat bagaimana
pengaruhnya terhadap bagi hasil pertanian, baik pola bagi hasil
dengan bagi dua, bagi tiga, dan pola sejenis.*

Sementara itu, kajian tentang pengaruh transparansi dan
kaitannya dengan bagi hasil pada sektor pertanian lebih sering
merujuk tentang dana bagi hasil pemerintah terhadap subsektor
pertanian tertentu.”® Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas
pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan dana bagi
hasil tersebut, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pembagian tersebut, sering terjadi konflik dalam penentuan
besaran bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.”

Selain kajian di atas, sulit menemukan kajian lain yang
berkaitan dengan faktor transparansi dan hubungannya dengan
bagi hasil pada sektor pertanian antara petani penggarap dengan
pemilik lahan pertanian. Hal ini karena sulilmya mencari data
sebagai pembuktian kajian, sementara dasar dari model bagi hasil
adalah saling percaya.

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa dalam model bagi
hasil pada sektor pertanian mempunyai potensi efisiensi yang
lebih bila dibandingkan dengan model pengelolaan pertanian
yang dikelola sendiri dan model sewa. Terlebih lagi karena adanya
pengaruh yang signifikan dari faktor sosial ekonomi, produksi,

7 Campina Prihantini, dkk, Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
7. 77, 1015578/ ksekp.vTi1.4997. Vol 7. No. 1., (2017)

* Ishak dan Hasaniarto, Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Studi Kasus Tuntutan
Provinsi Riau terhadap Dana Bagi Hasil Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Online
Makasiswa Fakulias fTmu Sosial dan Hmu Politik Universitas Riau, vol. 2, no. 2, (Oct. 201 5).

¥ Tenti Kurniawati, Konflik dalam penentan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Jurnal lmu Sosial dan flmu Politik, Vol. 16., No. 1.,

(2012), 16-25.
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transparansi, dan pendapatan terhadap peningkatan produksi
hasil pertanian. Namun demikian, sistem bagi hasil pertanian
mempunyai celah moral hazard, yakni adanya informasi yang tidak
seimbang yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi kedua
belah pihak.

Kajian yang dilakukan selama ini pada umumnya hanya
mengangkat kasus implementasi perjanjian bagi hasil tanah
pertanian dan kaitannya dengan tingkat produktivitas serta
kesejahteraan keluarga petani. Sementara untuk kajian tentang
sosial ekonomi, produksi, dan transparansi belum banyak
dilakukan. Demikian juga aspek keberagamaan atau religiositas
penggarap lahan. Dengan kata lain, faktor sosial ekonomi,
produksi, dan transparansi serta religiositas penggarap lahan
pertanian secara eksplisit belum pernah dilakukan oleh para

peneliti sebelumnya, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada bagian
sebelumnya, peneliti melihat perlunya dilakukan kajian terkait
dengan model bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif
[slam dan kajian yang fokus pada pengujian pengaruh faktor sosial
ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas
terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.
Selanjuinya, kajian ini diharapkan mampu memberikan kebaruan
keilmuan secara teoretis terhadap sistem bagi hasil pada sektor
pertanian dalam perspektif Islam dan faktor sosial ekonomi,
produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas di wilayah
Jawa Timur.

B. Permasalahan Kajian

Kajian ini berawal dari permasalahan secara empiris dan
teoretis. Secara empiris, permasalahan yang muncul adalah ada
petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan hanya sebagai
buruh tani yang melakukan kerja sama bagi hasil, sedangkan

kerja sama itu mengharuskannya bertanggung jawab penuh
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apabila terjadi kerugian, tanpa ada ganti rugi dari pemilik lahan
pertanian. Sementara itu, penggarapan tanah oleh pemilik sendiri
dan memakai buruh tani tidak efisien bila dibandingkan dengan
pengelolaan tanah menggunakan model bagi hasil dalam perspektif
Islam yang memiliki prinsip-prinsip efisien dan berkeadilan yang

diinginkan petani penggarap dan pemilik lahan.

Secara teoretis, permasalahan bagi hasil adalah belum
terimplementasikan sesuai dengan perspektif Islam dan belum
ada pembahasan tentang model bagi hasil yang dipengaruhi oleh
faktor sosial ekonomi, faktor produksi, faktor transparansi, dan
faktor religiositas. Pembahasan tentang model bagi hasil yang
dipengaruhi faktor-faktor tersebut dapat mengisi kekosongan
teori yang mampu menjelaskan kepada masyarakat petani.

Berdasarkan uraian di atas, sektor pertanian memerlukan
terobosan penyelesaian permasalahan petani penggarap. Salah
satu terobosan yang perlu dilakukan adalah implementasi sistem
bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan
pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi sistem
bagi hasil tersebut. Namun demikian, belum ada yang meneliti
pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang
dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor
pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok-pokok masalah
dalam kajian ini dapat dirangkum dalam beberapa pertanyaan
berikut:

1. Apakah faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi
berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian
di Jawa Timur?

2. Apakah religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial
ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem

bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur?
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C. Tujuan Kajian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan
dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi, faktor
produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada
sektor pertanian di Jawa Timur.

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi,
produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada
sektor pertanian di Jawa Timur yang dimoderasi oleh faktor
religiositas.

D. Kontribusi Hasil Kajian

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif bagi akademisi dan peneliti model bagi hasil pada sektor
pertanian sebagai berikut:

1. Kontribusi Keilmuan

a. Memperbaiki konsep sistem bagi hasil pada sektor
pertanian yang sudah dilakukan di Jawa Timur dengan
sistem bagi hasil dalam perspektif Islam.

b. Mengembangkan model baru terkait dengan faktor-faktor
yang memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian,
yakni sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang
dimoderasi religiositas.

2. Kontribusi Kebijakan
Dengan kajian sistem bagi hasil pada sektor pertanian
dalam perspektif Islam, diharapkan:

a. Pihakterkaitdenganbidangpertanianyaitu dinas pertanian,
pejabat kecamatan sampai pada pejabat desa setempat
dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam dalam
menyosialisasikan mekanisme sistem bagi hasil pada sektor
pertanian dalam perspektif Islam (muzara‘ah).
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b. Dengan diketahuinya pengaruh faktor sosial ekonomi,

produksi, transparansi, dan religiositas terhadap pemilihan
sistem bagi hasil pada sektor pertanian, pemangku jabatan
desa sebagai mediator dapat merencanakan dan mengambil
kebijakan yang tepat berkaitan dengan mekanisme model

bagi hasil pada sektor pertanian.

3. Kontribusi Model

Dengan kajian model sistem bagi hasil pada sektor

pertanian yang melibatkan variabel sosial ekonomi, produksi,

transparansi, dan religiositas, diharapkan:

.

Hasil kajian ini dapat bermanfaat dan memberikan
gambaran model baru serta dapat dijadikan solusi baru
dalam sistem bagi hasil pada sektor pertaniandimasyarakat
petani, yang melibatkan variabel sosial ekonomi, produksi,
transparansi, dan religiositas. Hal ini mengingat bahwa
kajian terdahulu belum memasukkan pengaruh variabel
tersebut dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.
Hasil kajian ini menemukan variabel baru dibandingkan
kajian sebelumnya dalam bidang pertanian. Dengan
demikian, kajian ini memberikan kontribusi untuk
melengkapi model-model bagi hasil pada sektor pertanian
yang menitikberatkan pada pemenuhan kesejahteraan dan
keadilan petani sesuai dengan model sistem bagi hasil
dalam perspektif Islam.

E. Metode Kajian

1. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini membahas pengaruh faktor sosial ekonomi,

produksi, religiositas, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil

pada sektor pertanian. Faktor sosial ekonomi dianalisis dengan

menggunakan indikator atau wvariabel manifest: pendidikan,

pendapatan, dan luas lahan. Faktor produksi dianalisis dengan

menggunakan indikator atau variabel manifest: modal, tenaga
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kerja, danteknologi. Transparansi dianalisis dengan menggunakan
indikator atau wvariabel manifes: informatif, keterbukaan,
dan pengungkapan. Religiositas sebagai variabel moderator
dianalisis dengan menggunakan indikator: dimensi keimanan,
dimensi ibadah, dimensi pengalaman, dan dimensi ortopraksis.
Variabel-variabel dalam kajian ini, selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM).

2. Pengumpulan Data

a. Lokasi Kajian

Lokasi kajian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur
yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di mana terdapat
6.713.893 rumah tangga usaha tani.*’ Selain itu, pada tahun
2018, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki
lahan panen terluas di Indonesia dengan jumlah luas lahan baku
sawah untuk produksi beras mencapai 1.174.586,4 Ha terdiri
916.837,8 Ha lahan irigasi dan 257.748,6 Ha lahan nonirigasi.
Lahan tersebut telah menghasilkan 6.053.467 ton produksi beras.
Artinya, Provinsi Jawa Timur berkontribusi secara nasional pada
produksi sektor pertanian.’ Selanjutnya, lokasi kabupaten/kota
yang dipilih adalah 8 kabupaten dari 29 kabupaten di Jawa
Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, dengan
pertimbangan alasan yang diketahui dari objek daerah kajian,
keterjangkauan lokasi, tenaga, dan efisiensi waktu.® Delapan
(8) kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri,
dan Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana dipaparkan pada
tabel di bawah ini.

] ,J

3

* Masri Singarimbun, Metode Penelititan Survei, (Jakarta, LP3S, 1995)
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Luas Lahan Panen, Besaran Produksi Padi, dan
Tabel 1.3 . ) ) -
Rumah Tangga Pertanian di Jawa Timur

Luas Lahan Besaran Rumah
NO | Kabupaten Panen Produksi Tangga
(Ha) (Ton) Pertanian

1 Lamongan 144.362,3 887.702 285.052
2 Ngawi 131.700,8 751.885 199.687
3 Jember 161.640,3 910.979 505.050
4 Bangkalan 46.874,0 300.218 238.742
5 Magetan 51.858,9 337.652 320.905
6 | Bojonegoro 146.010,5 802.258 136.736
7 Kediri 50.051,0 267.043 131.035
8 |Banyuwangi| 120.430,3 772.429 288.337

Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa 8

kabupaten yang dipilih secara purposive dari seluruh kabupaten

di Jawa Timur mempertimbangkan kesamaan karakter, lahan

panen yang lebih luas, dan besaran produksi yang tinggi. Lebih

lanjut, kabupaten tersebut dipilih karena banyaknya rumah

tangga p{:rtanian dan sistem irigasi p{:rtanjan yang baik.*

b. Jenis dan Sumber Data

1%

.

Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam kajian ini
adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

1) Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka
untuk diukur, diuji, dan dianalisis sebagai informasi
yang diinginkan.* Data kuantitatif dalam kajian ini
adalah jumlah rumah tangga usaha tani yang ada di 8
kabupaten di Jawa Timur dari hasil angket.

® Sugiyono,

2007)
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2) Data Kualitatif

Pada kajian ini, data kualitatif digunakan sebagai
dukungan tambahan terhadap data kuantitatif. Data
kualitatif tersebut, berupa sajian data dari hasil screening
pada kuesioner yang disebar kepada petani di setiap
kabupaten.” Data kualitatif dalam kajian ini adalah
luas lahan yang dimiliki, tenaga kerja yang digunakan,
dan model bagi hasil yang dilakukan. Objek kajian ini
adalah 8 kabupaten di Jawa Timur yang telah dipilih

secara purposive.

b. Sumber Data
Sumber data dalam kajian ini terdiri dari sumber data
primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Pada kajian kuantitatif, sumber data primer
adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
atau responden objek kajian. Data tersebut diperoleh
dari kuesioner yang disampaikan kepada responden.™
Maka data primer dalam kajian ini adalah kegiatan
observasi di 8 kabupaten di Jawa Timur dan kuesioner
yang dijawab oleh responden, yaitu petani penggarap
dan pemilik lahan serta tokoh masyarakat.

2) Data Sekunder
Data sekunder adalah semua data yang menunjang
data primer. Data tersebut biasanya berbentuk
dokumen, data statistik, atau artikel ilmiah.”” Dalam
kajian ini, data sekunder yang digunakan adalah data
statistik dari BPS, baik BPS Pusat maupun BPS Jawa
Timur, dan artikel ilmiah yang mendukung kajian ini.

* Sharan B. Merriam, Case Siudy Research in Education: A qualitative approach. 3 vd Ed (San

Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1990)
Sugiyono, Meiode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-18, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014)

T Lexy 1. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaiif, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997)
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3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mr:mpcrolch data yang diinginkan dan sesuai dcngan

kebutuhan kajian ini, maka diperlukan data yang valid dan

reliable. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan 3 metode dalam

pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan angket

atau kuesioner.

1.

2.

Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam
kajian nontes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang
jelas, perinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu
sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dilakukan
untuk mengetahui kemampuan dalam menentukan faktor-
faktor awal perilaku dan kemampuan untuk melukiskan
akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.

Obeservasi dilakukan sebagai metode kajian dalam
membuat pengamatan terhadap perkara-perkara yang ada
atau dalam keadaan alami.*® Kegiatan dan transaksi akad
dalam bagi hasil pada sektor pertanian yang melibatkan
masyarakat petani sebagai petani penggarap dan pemilik
lahan adalah perkara yang berlaku secara langsung. Metode
observasi dianggap penting oleh peneliti karena metode ini
dapat melengkapi sekaligus memperkuat data yang telah
diperoleh melalui metode d okumentasi.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode observasi
sistematis atau observasi terstruktur. Metode ini tidak
mewajibkan peneliti untuk menjadi peserta kajian, tetapi
peneliti mencatat, merekam, dan menguraikan keseluruhan
peristiwa selama kajian.*

Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan
data-data yang ada di lapangan. Terutama, data-data yang

¥ Sugiyono, Metof@MPenelitianBisnis
¥ Chua Yan Piaw, . 2006)
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tidak diterbitkan dan hanya terdapat pada objek yang dikaji.
Baik berupa catatan, laporan statistik dari BPS, dokumen desa,
artefak, dan semua hal yang terkait dengan sistem bagi hasil
pada sektor pertanian di 8 kabupaten di Jawa Timur.

3. Angket

Angket dalam kajian ini merupakan pertanyaan-
pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden. Metode ini digunakan untuk
memperoleh dan mengumpulkan data yang langsung terkait
dengan responden kajian berupa sistem bagi hasil pada
sektor pertanian di Jawa Timur dengan faktor sosial ekonomi,
produksi, dan transparansi sebagai independent wvariable.
Sedangkan faktor religiositas sebagai variabel moderator.

4. Teknik Sampling

a. Populasi dan Sampel
Populasi adalah suatu kelompok dari elemen kajian, di
mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber
dari data yang diperlukan. Pemilihan sampel dilakukan setelah
penentuan populasi. Dengan demikian, sampel adalah bagian
dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi kajian.

Sampling merupakan proses memilih sejumlah elemen
dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari sampel
dan memahami karakteristik elemen populasi.® Teknik
mengambilan sampling dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Dalam
kajian ini, teknik yang digunakan adalah nonprobability
sampling, dan teknik purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel
dengan tujuan tertentu. Purposive sampling menurut Tanjung
dan Devi merupakan teknik sampling daerah yang digunakan
untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber

“ Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakana, Erlangga, 2013)
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data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara,
provinsi, atau kabupaten. Teknik sampling daerah ini sering
digunakan dengan dua tahap. Tahap pertama, menentukan
sampel daerah. Tahap kedua, menentukan jumlah responden
sampel yang ada di daerah itu.*

Kajian ini merupakan kajian kausalitas antara pengaruh
faktor sosial ekonomi, produksi, religiositas, dan transparansi
terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sehingga,
data yang dipilih dalam kajian ini adalah data rumah tangga
usaha pertanian di delapan kabupaten di Jawa Timur, yakni
Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Bojonegoro,
Magetan, Kediri, dan Banyuwangi. Perlu diketahui, jumlah
rumah tangga pertanian berdasarkan kabupaten yang dipilih
adalah Kabupaten Lamongan 285.052,** Kabupaten Ngawi
199.687,% Kabupaten Jember 505.050,* Kabupaten Bangkalan
238.742,% Kabupaten Bojonegoro 320.905,* Kabupaten
Magetan 136.736,*” Kabupaten Kediri 131.035,* dan Kabupaten
Banyuwangi 288.337.* Jumlah rumah tangga pertanian dari 8
kabupaten tersebut adalah 2.105.544 rumah tangga pertanian.

Adapun pengambilan sampel dalam kajian ini
menggunakan rumus Slovin.*® Rumus Slovin dapat dipakai
untuk menentukan ukuran sampel, dengan memakai

41

43

45

45

49

Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi [slam, (Jakarta Gramata
Publishing, 2013)

Badan Pusat Statistik Lamongan, Kabupaten Lamongan dalam Angha 2018, (Lamongan, BPS
Lamongan, 2018)

Badan Pusat Statistik Ngawi, Kabupaten Ngawi dalam Angha 2018, (Ngawi, BPS Ngawi, 2018)
Badan Pusat Statistik Jember, Kabupaien Jember dalam Angha 2018, (Jember, BPS Jember,
2018)

Badan Pusat Statistik Bangkalan, Kabupaten Banghalan dalam Angka 2018, (Bangkalan, BPS
Bangkalan, 2018)

Badan Pusat Statistik Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dalam Angha 2018, (Bojonegoro, BPS
Bojonegoro, 2018)

Badan Pusat Statustik Magetan, Kabupaten Magetan dalam Anghka 2018, (Magetan, BPS Magetan,
2018)

Badan Pusat Statistik Kedin, Kabupaten Kediri dalam Angha 2018, (Kediri, BPS Kedin, 2018)
Badan Pusat Statistik Banyuwangi, Kabupaten Bamwwangi dalam Angha 2018, (Banyuwangi,
BPS Banyuwangi, 2(88)

Consuelo G. Sevilla, ., 1984)
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pendekatan distribusi normal dalam menduga proporsi
populasi. Galat pendugaan (error) ditentukan oleh peneliti,
yakni antara 5% hingga 10%.

N (1)

n=———
1+ N.e“

Keterangan: n=ukuran sampel
N = ukuran pnpulasi
el = galat pendugaan

Jika akurasi 95%, toleransi error 5%, maka
n=N/(1+Ne?)

n=2.105.544/ (1 + 2.105.544 x 0,05%)
n=399,924

n = 400 objek sampel

Jika peneliti menggunakan galat pendugaan (error) antara

50

o, maka jumlah responden sampel yang digunakan paling
sedikit adalah 400 sampel rumah tangga usaha pertanian.
Roscoe dalam Sugiyono juga menjelaskan bahwa ukuran
sampel yang layak dalam sebuah kajian minimal 10 kali dari
jumlah variabel yang diteliti.”' Sehingga, pengambilan anggota
sampel berdasarkan jumlah variabel dalam kajian ini adalah 54
variabel pertanyaan, maka jumlah anggota sampel = 10 x 54 =

540 jumlah sampel.

Kajian ini menggunakan 800 sampel responden yang
sudah melebihi dari batas minimum responden yang dianggap
telah mewakili rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten
Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Magetan, Bojonegoro,
Kediri, dan Banyuwangi. Sampel tersebut merupakan rumah
tangga pertanian yang terdiri dari pemilik lahan berjumlah
88 responden, 72 responden tokoh masyarakat, dan petani
penggarap 640 responden.

S Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis
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